
RI Genjot Gasifi kasi Pembangkit Listrik
tan, Kluster Sulawesi-Ma-
luku-Huadi, Kluster Nusa 
Tenggara, Kluster Papua 
Utara dan Kluster Papua 
Selatan.

Kementerian ESDM 
terus memonitor progres 
pelaksanaan proyek dan 
mengkoordinasikan kebu-
tuhan gas oleh PLN yang 
akan bertambah seiring sele-
sainya proyek gasifi kasi pada 
PLTMG tersebut secara 
bertahap mulai Desember 
2024 hingga akhir 2026. 
● dot

JAKARTA (IM) - Ke-
menterian Energi dan Sum-
ber Daya Mineral (ESDM) 
menarik minat investor su-
paya terlibat dalam program 
gasifi kasi pembangkit listrik 
PT PLN (Persero).

Kementerian ESDM 
pun bersama Kementerian 
BUMN dan PLN memba-
has strategi meningkatkan 
penggunaan energi bersih 
dan efi siensi pada penyedi-
aan tenaga listrik.

Hal tersebut disam-
paikan Direktur Jenderal 

pembangkit listrk menggu-
nakan gas antara lain men-
gurangi impor minyak untuk 
menjaga neraca perdagang-
an, memberikan kontribusi 
nilai tambah dan multiplier 
effect bagi ekonomi rakyat 
di daerah, memenuhi komit-
men Paris Agreement, serta 
pemenuhan target bauran 
energi dalam Kebijakan 
Energi Nasional.

Jisman menambahkan 
program gasifi kasi ini dike-
lompokkan diantaranya 
menjadi Kluster Kaliman-

Ketenagalistrikan Jisman 
Hutajulu, dikutip dari situs 
Kementerian ESDM Kamis 
(25/1).

Menurut Jisman, pro-
gram konversi pembangkit 
diesel ke gas (gasifikasi) 
akan memberikan man-
faat besar bagi negara dan 
juga memenuhi kebutuhan 
dalam negeri. Melalui gasi-
fikasi, penggunaan BBM 
dapat dikurangi sekaligus 
meningkatkan energi ber-
sih.

“Program gasifi kasi ini 

direncanakan menyasar 27 
Pembangkit Listrik Tenaga 
Mesin Gas (PLTMG) de-
ngan kapasitas total sekitar 
2.269 MW,” ujar Jisman.

Jisman menjelaskan to-
tal kapasitas tersebut terdiri 
atas 25 PLTMG eksisting 
beroperasi dengan total 
999 MW, 1 PLTMG dalam 
tahap kontruksi dengan to-
tal 120 MW, dan 1 PLTMG 
Kluster Huadi dalam tahap 
perencanaan dengan total 
1.150 MW.

Di sisi lain keuntungan 
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JAKARTA (IM) - PT 
Arrow Chain Management 
(ACM) Logistics  menyiapkan 
belanja modal atau capital 
expenditure (capex) sebesar 
Rp20 miliar pada 2024 untuk 
pengembangan dan pem-
bangunan infrastruktur cold 
chain atau jaringan logistik 
di  Banten.

“Hal ini sesuai dengan 
rencana strategis perseroan 
untuk memperkuat jaringan 
logistik cold chain di wilayah 
Banten dan Jawa Barat, di 
mana sebelumnya tahun 2022, 
perseroan telah membangun 
cold storage di wilayah Pan-
deglang, Banten,” kata Corpo-
rate Secretary ACM Logistics 
Nur Hasanah dalam keteran-
gannya di Jakarta, dikutip dari 
Antara, Jumat (26/1).

Perseroan pada tahap awal 
akan merealisasikan ang-
garan capex tersebut untuk 
pembangunan cold storage di 
wilayah Serang, Banten pada 
kuartal I-2024 dan membeli 

cold vehicle untuk mendistri-
busikan kargo pada semester 
II-2024.

Ia menjelaskan bahwa 
cold storage di Serang, Banten 
nantinya diperuntukkan un-
tuk penyimpanan produk 
fast moving customer goods 
(FMCG) berupa es krim yang 
nantinya akan didistribusikan 
kepada kurang lebih 800 re-
tailer baik modern trade (MT) 
maupun general trade (GT).

Dengan belanja capex 
tersebut, ACM Logistics 
menargetkan pertumbuhan 
pendapatan sebesar 30 persen 
secara tahunan (year on year/
yoy), di mana pada pada 2023 
perseroan telah mencatatkan 
pertumbuhan pendapatan 
sebesar 25 persen year on year.

“Anggaran capex tersebut 
bersumber dari potensial stra-
tegic partner, corporate action 
dengan menerbitkan saham 
baru dan melalui pinjaman 
kepada perbankan,” ucap Nur 
Hasanah. ● hen

ACM Logistics Siapkan Rp20 M
Perkuat Bisnis Cold Chain

JAKARTA (IM) - Direk-
tur Utama PT Bank Tabungan 
Negara (Persero) Nixon LP 
Napitupulu mengungkapkan 
penyaluran pembiayaan BTN 
yang melesat di sepanjang 
2023.

Menurutnya, hal ini turut 
berkontribusi pada Aset Unit 
Usaha Syariah (UUS) milik 
BTN.

Ia mengaku yakin Aset 
Unit Usaha Syariah (UUS) ini 
melampaui posisi Rp50 triliun 
per akhir 2023. Pasalnya, per 
November 2023 aset BTN 
Syariah telah mencapai Rp49 
triliun.

Namun, ia mengatakan 
angka pasti posisi aset BTN 
Syariah akan segera disam-
paikan dalam paparan kinerja 
full year 2023.

“Sejalan dengan adanya 
stimulus pemerintah di sek-
tor perumahan dan minat 
masyarakat yang tinggi ke 
pembiayaan syariah, saya 
optimistis aset BTN Syariah 
bakal tembus di atas Rp50 
triliun pada akhir 2023,” 
jelas Nixon dalam keteran-
gan tertulis, dikutip Jumat 
(26/1).

Nixon menjabarkan aset 
BTN Syariah mencatatkan 
peningkatan rekam jejak, 
khususnya pada periode 2018 
hingga 2022.

Dalam kurun waktu terse-
but, BTN Syariah mencatat-
kan tingkat pertumbuhan aset 
per tahun selama lima tahun 
terakhir (compound annual 
growth rate/CAGR) sebesar 
9,8%.

Tak hanya pembiayaan 
yang terus melesat, ia memas-
tikan kualitas pembiayaan 
BTN Syariah tetap terjaga. 
Dengan demikian, BTN Sya-
riah dipercaya mampu men-
jadi salah satu bank syariah 
besar yang dapat melayani 
berbagai kebutuhan nasa-
bah untuk memiliki rumah 
dengan skema pembiayaan 
syariah.

“BTN Syariah memiliki 
infrastruktur pembiayaan 
syariah yang kuat serta jar-
ingan mitra developer yang 
luas, sehingga kami yakin 
dapat memenuhi kebutuhan 
masyarakat Indonesia untuk 
memiliki hunian dengan pem-
biayaan berskema syariah,” 
jelasnya. ● pan

BTN Optimistis Aset Unit Usaha
Syariah 2023 Lampaui Rp50 T

Akselerasi Program P3DN Perlu
Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah
Ignatius Warsito menjelaskan, berba-
gai kemudahan tersebut berhasil me-
ning katkan partisipasi masyarakat 
dan dunia usaha yang tercermin dari 
me ningkatnya jumlah sertifi kat TKDN 
yang diterbitkan Kemenperin, khusus-
nya sertifi kasi TKDN yang diinisiasi 
se cara mandiri oleh para pelaku usaha. 
“Hingga Desember 2023, telah terdapat 
11.069 produk dalam negeri yang me-
miliki TKDN industri kecil, dengan 8.079 
sertifi kat yang berlaku,” sebutnya.

dang Undang Nomor 6 Ta-
hun 2023 tentang Cipta Kerja, 
ada kewajiban bagi pemer-
intah pusat dan pemerintah 
daerah untuk mengalokasi-
kan paling sedikit 40 persen 
produk/jasa usaha mikro dan 
kecil serta koperasi dari hasil 
produksi dalam negeri dalam 
pengadaan barang/jasa sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan,” kata 
Staf  Ahli Bidang Penguatan 
Industri Dalam Negeri Ke-
menterian Perindustrian, Ig-

JAKARTA (IM) - Pemer-
intah semakin serius untuk 
menggalakkan program Pen-
ingkatan Penggunaan Produk 
Dalam Negeri (P3DN) dalam 
rangka mendukung dan me-
nyukseskan Gerakan Nasion-
al Bangga Buatan Indonesia 
(Gernas BBI). Langkah strat-
egis ini dinilai dapat mengop-
timalkan produktivitas sektor 
industri, termasuk sektor 
industri kecil dan menengah 
(IKM).

“Berdasarkan amanat Un-

Informasi Industri Nasional 
(SIINAS).

“Sehingga mereka dapat 
ikut serta dalam pengadaan 
barang dan jasa pemerin-
tah dan produknya menjadi 
prioritas untuk dibeli,” im-
buhnya.

Menurut Warsito, ber-
bagai kemudahan tersebut 
berhasil meningkatkan parti-
sipasi masyarakat dan dunia 
usaha yang tercermin dari 
meningkatnya jumlah serti-
fikat TKDN yang diterbit-
kan Kemenperin, khususnya 
sertifi kasi TKDN yang diini-
siasi secara mandiri oleh para 
pelaku usaha.

“Hingga Desember 2023, 
telah terdapat 11.069 produk 
dalam negeri yang memiliki 
TKDN industri kecil, dengan 
8.079 sertifi kat yang berlaku,” 
sebutnya.

Lebih lanjut, dukungan 
pemerintah pusat juga di-
berikan dalam konteks per-
pajakan, di antaranya me-
lalui Peraturan Pemerintah 
No. 78 Tahun 2019 tentang 
Fasilitas Pajak Penghasilan 
Untuk Penanaman Modal di 
Bidang-bidang Usaha Ter-
tentu dan/atau di Daerah-

natius Warsito di Yogyakarta, 
Jumat (26/1).

Warsito menyampaikan, 
untuk mendukung pelak-
sanaan amanat UU 6/2023 
tersebut, telah diterbitkan 
Peraturan Menteri Perin-
dustrian No. 43 Tahun 2022 
tentang Tata Cara Penunjukan 
Lembaga Verifi kasi Indepen-
den dan Pengenaan Sanksi 
Administratif  dalam rangka 
Penghitungan dan Verifi kasi 
Besaran Nilai TKDN dan Ni-
lai Bobot Perusahaan.

“Maksud dari ketentuan 
ini adalah untuk memperban-
yak jumlah Lembaga Verifi -
kasi dengan membuka kes-
empatan seluas-luasnya bagi 
K/L dan badan usaha lainnya 
untuk terlibat dalam proses 
sertifi kasi TKDN,” jelasnya.

Selain itu, Kemenperin 
menerbitkan Permenperin 
No. 46 Tahun 2022 tentang 
Ketentuan dan Tata Cara 
Penghitungan Nilai Tingkat 
Komponen Dalam Negeri 
untuk Industri Kecil.

Peraturan ini memberikan 
kemudahan dan penggratisan 
proses sertifi kasi TKDN bagi 
industri kecil, khususnya yang 
telah terdaftar di dalam Sistem 

daerah Tertentu. Peraturan 
ini memberikan fasilitas 
pajak penghasilan (tax 
allowance) bagi bidang 
usaha tertentu dan/atau 
di daerah tertentu yang 
memenuhi kriteria dan 
persyaratan, yang salah 
satunya adalah syarat kan-
dungan lokal tinggi.

Terdapat pula regulasi 
Peraturan Menteri Keuan-
gan (PMK) No. 76 Taun 
2012 tentang Perubahan 
atas PMK No. 176 Tahun 
2009 tentang Pembebasan 
Bea Masuk Atas Impor 
Mesin Serta Barang dan 
Bahan untuk Pembangu-
nan atau Pengembangan 
Industri Dalam Rangka 
Penanaman Modal. 

“Melalui ketentuan ini, 
diberikan penambahan 
insentif  pembebasan bea 
masuk atas impor barang 
dan bahan dalam rangka 
penanaman modal selama 
dua tahun untuk investor 
yang menggunakan mesin 
produksi dalam negeri 
paling sedikit 30% dari 
total nilai mesin yang akan 
digunakan,” papar Warsito. 
● dro
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PROGRAM SEJUTA RUMAH DI LEBAK, BANTEN 
Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah di salah satu perumahan subsidi di Warunggunung, Le bak, Banten, Jumat 
(26/1). Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan mencatat capaian Program Sejuta Rumah pada tahun 
2023 mencapai 1.217.794 unit rumah.

KUNJUNGAN CALEG DPRD DKI JAKARTA
EDDIE KUSUMA 

Caleg (Calon Legislatif) DPRD Provin-
si DKI Jakarta Nomor Urut 3 Dr Eddie 
Kusuma, SH, MH berfoto bersama 
pimpinan dan awak redaksi surat 
kabar harian International Media 
dan Guoji Ribao, di Kantor Redaksi, 
Gedung Guoji Ribao, Jalan Gunung 
Sahari XI, Jakarta Pusat, Jumat 
(26/1). Majunya Dr Eddie Kusuma se-
bagai Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 
3 dari Partai Gerindra, karena dia 
ingin meng aktualisasikan dan melak-
sanakan fungsi anggota DPRD sesuai 
konstitusi serta memperjuangkan as-
pirasi masyarakat ter utama masalah 
regulasi, anggaran dan pengawasan 
pembangunan.
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